
SALINAN 

BUPATI LANDAK 

PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 

NOMOR SS TAHUN 202a2 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN LANDAK 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan 
tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok 
jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan 
fungsinya telah diganti secara penuh oleh kelompok jabatan 
fungsional; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 
serta Tata Kerja Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Landak. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 

3 . Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang 



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 
tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1 14,  Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5680) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran 
Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 
1 1  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 1 1  Tambahan 
Lembaran Daerah Nomor 98); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 86). 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG 
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, 
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN 
DAERAH KABUPATEN LANDAK 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2021 Nomor 772) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 5 

( 1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Landak terdiri dari : 
a. Kepala Badan; 
b .  Sekretariat; 
c. Bidang Perencanaan Perekonomian, Fisik dan Prasarana; 
d .  Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya; 
e .  Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan; 
f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan 
g . Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB). 

(2) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan 
kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Pasal 22 ayat (1 ) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi 
sebagai berikut: 

BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH 

Pasal 22 

(1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

Ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. 

(2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), 

mempunyai tugas melaksanaka kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, 

serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan 

berkelanjutan, dan melaksnakan penyusunan rencana induk dan peta 

jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai 

Iandasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang 

kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila serta menyiapkan 

bahan dan merumuskan kebijakan teknis di Bidang Riset dan lnovasi 

Daerah. 



3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 23 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), 

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi : 

a. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan 

sumber daya penelitian, pengembangan, pengka.lran, dan penerapan, 

serta lnvensr dan rnovasr di daerah yang berpedoman pada nilai 

Pancasila;penyusunan program kerja di Bidang Riset dan lnovasi 

Daerah; 

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Riset dan 

Inovasi Daerah; 

c.  penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Riset dan 

Inovasi Daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan 

penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan 

inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam 

perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang 

berpedoman pada nilal Pancasila 

e.  koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan 

inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, 

serta invensi dan inovasi daerah; 

f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, 

kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

lnvensi dan inovasi di daerah; 

g. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan 

pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah; 

h. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan 

pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dr 

daerah; 

1. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ 

organisasi penelitian lainnya di daerah; 

j .  penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Riset 

dan Inovasi Daerah; 

k. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Riset 

dan lnovasi Daerah; 

I .  koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah. 

m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan 

dengan tugas dan fungsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan; 

n .  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang 

Penelitian dan Pengembangan; dan 

o . Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang 

Penelitian dan Pengembangan sesuai peraturan perundang-undangan. 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 
pada tanggal 2\ vovwbrr 2022 

Pj. BUPATI LANDAK, 

TTD 

SAMUEL 

Diundangkan di Ngabang 
pada tanggal 2 over 102 

SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN LANDAK, 

TTD 

VINSENSIUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR $S 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

DARIANUAR I SH 
NIP. 19661128 1  402 2 001 
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